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 Islam menganjurkan manusia agar melaksanakan tugasnya, salah satu 
tugas manusia adalah bekerja. Bekerja merupakan salah satu sarana bagi manusia 
(baik laki-laki maupun perempuan) untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena 
bekerja merupakan salah satu bentuk dari jihad. Perempuan juga diperbolehkan 
bekerja diluar rumah selama ia tidak melupakan kodtratnya. Perempuan memiliki 
alat reproduksi yang berbeda dengan perempuan, maka perempuan berhak 
mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang berbeda dengan laki-laki. 
Penelitian ini membahas bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja 
perempuan di sebuah perusahaan jika di tinjau dari UU Ketenagakerjaan dan 
Hukum Islam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan 
hak hak-hak normatif pekerja perempuan ditinjau dari pasal 81, 82 dan 83 
Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan Hukum Islam. 
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Pendekatan yang 
digunakan adalah yuridis sosiologi yaitu pendekatan yang didasarkan pada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta 
melihat realita yang terjadi dimasyarakat. 
Hasil penelitian disebuah perusahaan menunjukkan bahwa berdasarkan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ada salah satu hak normatif 
pekerja perempuan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan, yakni hak untuk 
menyusui. Menurut hukum Islam semua hak-hak pekerja prempuan wajib 
dipenuhi sesuai dengan yang telah diatur didalam UU Ketengakerjaan jika suatu 






A. Latar Belakang 
Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 
pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat bangsa Indonesia, untuk 
melaksanakan pembangunan sejak proklamasi adalah nafas pancasila, bahu 
membahu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tanpa mengenal dan 
mentolelir adanya unsur sara.
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“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak”.2 Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam memberikan 
sebuah pekerjaan bagi setiap warganya yang dimana pemerintah seharusnya 
memberikan sebuah lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya untuk 
mengurangi jumlah pengangguran yang ada. 
Perempuan yang bekerja mudah  ditemui. Kesetaraan gender antara 
perempuan dan laki-laki merupakan salah satu dari sekian alasan dari pada 
perempuan-perempuan  bekerja. Hal tersebut harus diatur karena kodrati 
perempuan memiliki perbedaan biologis dengan laki-laki yang dampaknya 
berpengaruh terhadap kemampuan fisik,  sehingga, perlu ada pengecualian 
terhadap perempuan apabila ini tidak dapat melakukan tugas dan pekerjaannya 
                                                 
1
 Loekman Soetrisno, Liberalisasi Ekonomi, Jogjakarta: PT.Tiara Wacana, 1995,  h. 5. 
2
 UUD 1945 pasal 27 ayat 2 
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sebagaimana mestinya, karena kodratnya.
3
 Didalam Undang-Undang No.13 
Tahun 2003 juga melindungi pekerja perempuan. 
Pada hari pertama seorang perempuan merasakan sakit dikarenakan haid 
pada hari pertama dan hari kedua, maka buruh permpuan tidak wajib bekerja, jika 
buruh perempuan tersebut memberitahukan keluhannya tersebut kepada 
pengusaha (pasal 81 UUK).  
Buruh perempuan juga berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 (satu 
setengah) bulan ketika sebelum saatnya melahirkan, dan 1,5 (satu setengah) bulan 
juga ketika setelah melahirkan dengan catatan itu semua menurut perhitungan 
dokter kandungan atau bidan yang menanganinya(pasal 82). 
Ketika buruh perempuan mempunyai anak kecil dan anaknya dalm kondisi 
yangmasih menyusui, mereka di perkenankan untuk menyusui anaknya untuk 
waktu yang sepatutnya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja (pasal 83). 
Ketika  melakuakan pra penelitian  di PT Gatra Mapan,  penulis menemukan  
indikasi bahwasannya perusahaan tersebut yang dalam prakteknya, tidak 
sepenuhnya memenuhi hak-hak normatif pekerja perempuan disana, seperti hak 
untuk menyusui yang telah tertuang dalam pasal 83, dan dalam penjelasan pasal 
83 perusahaan diharuskan untuk memberiakn ruangan khusus dimana ruangan 
khusus tersebut akan digunakan untuk kegiatan menyusui oleh pekerja 
perempuan. Dan dalam praktiknya perusahaan hanya beberapa hak normatif saja 
yang mereka penuhi, apa yang menjadi alasan mereka tidak memenuhi hak untuk 
                                                 
3
 Agusmindah, Hukum ketenagakerjaan Indonesia Dinamika Kajian Dan Teori, h. 69. 
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menyusui, dan disisi lain penulis juga ingin mengetahui bagaimana Islam 
memandang tentang hak hak normatif pekerja perempuan yang tidak dipenuhi 
oleh perusahaan tersebut. PT. Gatra Mapan, sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang mabel yang berlokasi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak normatif pekerja 
perempuan di PT. Gatra Mapan jika ditinjau menurut Undang-
Undang Ketenagakerjaan? 
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak normatif pekerja 
perempuan di PT. Gatra Mapan jika di tinjau menurut Hukum 
Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak 
normatif pekerja perempuan di PT. Gatra Mapan jika di tinjau menurut 
Undang-Undang Ketenagakerjaan 
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak 








1. Pengertian Hubungan Kerja 
Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha, yang terjadi 
setelah diadakannya perjanjian kerja oleh pengusaha dengan pekerja dimana 
pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan 
menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk 
memperkerjakan pekerja dengan membayar upah.
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2. Hubungan Kerja Lahir Sebagai Akibat Adanya Perjanjian Kerja. 
Hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha denga para pekerja 
merupakan salah akibat dari sebuah kerjasama yang dilakukan oleh seorang 
pekerja dengan pengusaha dalam melakukan kegiatan kerja. 
a. PENGERTIAN PERJANJIAN KERJA 
Menurut Prof. Subekti, S.H beliau mengatan bahwa perjanjian kerja adalah 
perjanjian antara “buruh” dengan seorang “majikan”, perjanjian dimana ditandai 
oleh ciri ciri; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya 
hubungan di peratas yaitu suatu hubungan mendasar, dimana pihak yang satu 





                                                 
4
 http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hubungan-kerja-definisi.html di akses tanggal 10 
Februari 2015 
5
 Subekti, Aneka perjanjian, Bandung: Alumi Bandung Cet II, 1997. h, 63. 
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b. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN KERJA 
1. Adanya Unsur Work atau Pekerjaan 
2. Upah 
3. Adanya service atau Pelayanan 
4. Adanya unsur time atau waktu tertentu. 
 
c. Syarat Sah Perjanjian Kerja 
1. Kesepakatan kedua belah pihak 
2. Kemampuan atau Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum 
3. Adanya Pekerjaan Yang Diperjanjikan 
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesulilaan, dan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku 
tisak sah dan dianggap tidak pernah ada.
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d. PIHAK-PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA 
Pengusaha adalah orang, persekutuan ataupun badan hukum yang 
berdiri sendiri dan menjalankan perusahaan bukan miliknya sendiri.
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Sedangkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 




                                                 
6
 Lalu Husni, h.58 
7
 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER-05/MEN/1989 Tentang Upah Minimum. 
 
8
 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang  No.13 Tahun 2003. 
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e. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 
1. Kewajiban-kewajiban dari pihak pekerja.9 
Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban pekerja diatur 
dalam pasal 1603, 1603a, 1603b dan 1603c KUHPerdata. 
1. Pekerja  wajib melakukan pekerjaan. 
2. Pekerja  wajib mentaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha. 
3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda 
2. Kewajiban Kewajiban Pengusaha.10 
1) Kewajiban Untuk Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu 
2) Kewajiban untuk memberi istirahat tahunan. 
3) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan. 
4) Kewajiban memberi surat keterangan. 
5) Kewajiban majikan untuk memberlakukan sama antara pekerja pria dan 
perempuan. 
6) Kewajiban Membayar Upah 
f. JENIS PERJANJIAN KERJA 
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya 
membahas mengenai 2 (dua) jenis perjanjian kerja, yakni Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu yang tertuang dalam pasal 56 ayat 1 dan 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang tertuang dalam pasal 60. 
                                                 
9
 Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi,  h.61 
10
 djumadi, Hukum Perburuhan peerjanjian kerja, h. 49 
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I. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) 
Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) merupakan  suatu  perjanjian kerja 
yang jangka waktu berlakunya telah di tentukan. Dalam sehari-hari biasa disebut 
dengan karyawan kontrak. Bila jangka waktu telah habis maka dengan sendiriya 
terjadi PHK dan para tidak berhak mendapat kompensasi PHK seperti uang 
pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah.
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II. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja dimana waktu 




g. PERJANJIAN KERJA BERSAMA 
Udang-Undang No.13 tahun 2003 menegaskan bahwa perjanjian kerja 
bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat buruh 
atau beberapa seikat buruh yang terikat pada instansi yang bertanggung jawab 
dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha ataupun beberapa pengusaha dan 
terlibat dalam perkumpulan pengusaha yang mencakup syarat-syarat kerja, hak 




                                                 
11
 Libertus Jehani, Hak-Hak Pekerja Bila Di-Phk, Tanggerang: Visi media cet IV, 2007, h. 5 
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A. Jenis penelitian 
Metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 
dmana metode tersebut berfungsi untuk melihat hukum dalam kenyataan dan 
meneliti bagaimana hukum itu diterapkan di lingkungan masyarakat. 
B. Pendekatan penelitian 
Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan skripsi ini 
adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan juga 
melihat realita yang ada dan terjadi dimasyarakat yaitu berkaitan dengan hak-hak 
normatif pekerja perempuan di PT. Gatra Mapan. 
C. Lokasi penelitian 
Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian disebuah perusahaan 
yang bernama PT. Gatra Mapan yang beralamatkan di Jl. Tegal Mapan No. 18 
Pakis Malang. 
D. Metode pengambilan sampel 
Pada pengambilan sampel ini, penulis mengguanakan 2 tipe sampel yakni 
purposive sampling dan simpel random samping 
E. Jenis dan sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah perwakilan dari  PT. Gatra 
Mapan, buruh ataupun serikat pekerja yang ada disana. Sedangkan data primernya 
adalah seluruh data tentang tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak 
11 
 
normatif pekerja perempuan dalam kaitannya dengan  pasal 76, 81, 82 dan 
Perjanjian Kerja Bersama. 
Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder ialah segala 
sesuatu yang memiliki kompentensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam 
penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda (majalah,buku, koran, ataupun 
data-data berupa foto) dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenakerjaan . 
F. Metode pengumpulan data 
1. Wawancara langsung 
2. Metode dokumentasi 






H. Metode analisis data 
Analisis data deskriptif bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan 








A. Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Normatif Pekerja Perempuan di 
PT. Gatra Mapan Ditinjau Menurut Undang-Undang 
Ketenagakerjaan 
Bahwasannya pada pelaksanaannya di PT. Gatra Mapan telah memenuhi 
sebagian besar hak hak normatif pekerja perempuan, seperti cuti haid dan  
dan  cuti melahirkan yang telah mereka sebutkan dalam PKB yang telah 
disepakati oleh pengusaha dan juga serikat buruh sebagai perwakilan dari 
para pekerja. Akan tetapi ada satu hak yang tidak dipenuhi oleh 
perusahaan yakni hak untuk menyusui dan didalam Perjanjian Kerja 
Bersama pun tidak tercantum bahwa seorang pekerja perempuan tidak 
akan mendapat hak untuk menyusui ketika waktu bekerja 
 
B. Hak Hak Normatif Pekerja Perempuan Di Tinjau Dari Hukum Islam 
semua hak pekerja perempuan telah sesuai atau telah dipenuhi oleh 
perusahaan. Hanya ada satu hak yang tidak dipenuhi oleh perusahaan 
yakni hak untuk menyusui ketika waktu bekerja. Akan tetapi tidak 
dipenuhinnya hak untuk menyusui oleh perusahaan tersebut tidak 
mendapatkan protes dari para pekerja perempuan dan mereka tidak 
mempermasalahkan hal tersbut, maka perempuan tidak mau menyusui 
anaknya dengan sengaja tanpa ada kondisi yang darurat, akan 
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